BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2011

- TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011, perlu membentuk
Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Qdan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Dairi dengan mengubah Undang-undang
Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 ) menjadi Undang-undang ( Lembaran
q Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran

' Negara Republik Indonesia Nomor 2689 12
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
* yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

(98]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);,
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345 5);
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10.

11

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republikv Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009_ tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana telah 'diubah
dengan Peraturan Pemerintah _

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan,Prdtokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara VRepublik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

20.

21.

22.

23.

24,

26.

27,

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lemb-;ran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan ke dua atas Peratura;l Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Dairi ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125 ) ;
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
126);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi

( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128 ) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten -Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi
( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129 ) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembarail Daerah
Kabupaten Dairi tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 130 );

(US]
(8]

. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi

Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011
Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
- DAIRI TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 -

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Dairi;
Bupati adalah Bupati Dairi;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah

4, Perubahan.../6
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4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut P.APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

~ AN W

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih;

8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih;

9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya;

12. Sisa Lebih Perhitupgan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang menggkibatkan daerah menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali;

14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat lainnya yang sah;

15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah

Rp. 491.598.014.000,- Bertambah sejumlah  Rp.  87.048.046.000,- sehingga menjadi

Rp. 578.646.060.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula ' Rp. 468.820.030.000,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 76.942.617.500 ,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.545.762.647.500,-

+
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2. Belanja

Semula : Rp. 491.598.014.000,-

v b. Bertambah/(berkurang) Rp.” 87.048.046.000.-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 578.646.060.000,-
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 32.883.412.500,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. semula Rp. 29.614.664.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 12.473.161.000.-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 42.087.825.000 ,-

b. Pengeluaran

-~

1. semula A Rp. 6.836.680.000,-
2. bertambah/(berkurang) Rp. 2.367.732.500.,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.204.412.500-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan (a-b) Rp. 32.883.412.500,-
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,-
Pasal 3

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebihlanjut pada

Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2011; dan
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 2011.
Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Nopember 201]




